
 

 

 

 

PENETAPAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID 

Nomor : W11 -A30/258.a /HK.02.3/I/2021 

 

TENTANG 

 

STANDART PELAYANAN  

PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID  

 

Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 4 ayat (2) UU no 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, dinyatakan Pengadilan membantu pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan; 

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU nomor 25 tahun 

2009 tentang pelayanan publik, dinyatakan penyelenggara 

berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan 

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat 

dan kondisi lingkungan; 

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun 

suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang digunakan sebagai 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. 

Maka pelu ditetapkan keputusan Tentang Standart Pelayanan 

Peradilan pada Pengadilan Agama Mungkid;    

 

Mengingat : 1. HIR Hukum Acara perdata; 

2. Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1974, tentang perkawinan; 

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan 

Alternative Penyelesaian sengketa; 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir dirubah dengan 

UU Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung R.I; 

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama; 

7. Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

8. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman 

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama; 

9. PERMA Nomor 1 tahun 2002 tentang acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok; 

10. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan; 

11. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standart 

Pelayanan; 

12. SEMA Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara; 

13. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006; 

14. Surat Edaran ULDILAG MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987; 

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

026/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayan Peradilan; 

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

138/KMA/SK/I/2009, tentang Jangka waktu penanganan Perkara 

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 



032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Lainnya; 

  

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan 

 

 

: 

 

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid tentang Standar 

Pelayanan pada Pengadilan Agama Mungkid; 

Pertama 

 

 

: 

 

 

 

Diistruksikan kepada seluruh Pejabat dan Karyawan/ Karyawati 

Pengadilan Agama Mungkid untuk melaksanakan keputusan ini 

dengan penuh tanggung jawab 

Kedua : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan 

ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam surat keputusan ini 

Ketiga 

 

: 

 

 

 

Surat keputusan ini melai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan 

ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika 

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini; 

Keempat 

 

 

: 

 

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggung 

jawabkan; 
 
 

                                                               

    Ditetapkan di : Kota Mungkid 

                                                           Pada tanggal  :  8 Januari 2021 

                                                     WAKIL  KETUA, 
 

                                                     

 

 

 

 

H. AHMAD FARHAT, S.Ag,. S.H., M.H.I. 

                                                            NIP. 19710926.199103.1.002 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tembusan : 

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I; 

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI; 

3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI; 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

Lembar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mungkid  

Nomor : W11-A30/214.a/HM.05/I/2019 
Tanggal : 9 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID 

NOMOR: W11-A30/256.a/Kp.04.6/I/2021 

TENTANG  

STANDAR PELAYANAN PERADILAN  

PADA PENGADILAN AGAMA MUNGKID  
 

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan “Pengadilan membantu 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”; 

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan “Penyelenggara 

negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan 

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan 

kondisi lingkungan”; 

3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu disusun 

suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pelayanan kepada masyarakat, khusunya para pencari keadilan. maka perlu 

ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan 

Agama Mungkid 

Mengingat : 1. Bahwa besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana tercantum 

dalam Surat Keputusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 3 Januari 

2017 tersebut di atas, tentang Biaya Panjar Perkara dan Zona/Radius 

Panggilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid sudah tidak 

sesuai lagi, sehingga dipandang perlu untuk diperbarui dengan ketentuan-

ketentuan yang sekarang berlaku sesuai perkembangan perekonomian yang 

ada. 

2. Bahwa untuk menunjang tertib administrasi keuangan perkara proses 

penyelesaian perkara baik di tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan 

kembali, eksekusi, sita, pemeriksaan ditempat objek sengketa, maka perlu 

menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara yang harus dibayarkan 

oleh para pihak yang berperkara pada saat mendaftarkan perkara di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid. 

3. Bahwa untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara dimaksud perlu 

adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid yang baru. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

2. HIR atau Hukum Acara Perdata; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradialan Ulang; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009; 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 

 

 



 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012. tentang 

Standar Pelayanan Peradilan; 

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan; 

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hukum Acara 

Ekonomi Syariah; 

13. Surat Edaran Makhkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan 

Tingkat Banding. 

14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; 
 

Memperhatikan  : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA /032/SK/IV/2006 tanggal 

4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan  III tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan  

 

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan 

 

Pertama 

 

 
 

Kedua 

 

 
 

Ketiga 

: 

 

: 

 

 
 

: 

 

 
 

:  

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA 

M UNGKID 

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor: W11-

A30/96/Kp.04.6/I/2018 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan 

Agama Mungkid, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini; 
 

Diintruksikan kepada seluruh pejabat dan karyawan/karyawati Pengadilan 

Agama Mungkid untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung 

jawab; 
 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 

diperbaiki jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan 

ini. 

 

Ditetapkan di : Kota Mungkid 

Pada Tanggal : 8  Januari 2021 
 

W A K I L  K E T U A, 

 
      

        

 

 

 

H. AHMAD FARHAT, S.Ag,. S.H., M.H.I. 

NIP. 19710926.199103.1.002 
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